
LAMPIRANヽДI

PERATURAN BUPATITANAH BUMBU
NOMOR  TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

AKUNTANSI KAS

PEI{DAHT'LUAIT

TuJuan

1. Tujuan kebijakan Akuntansi Kas adalah mengatur penyajian laporan

arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan

setara kas entitas pelaporan serta saldo kas dan setara kas pada tanggal

pelaporan dengan mengklasilikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi,

investasi, pendanaan,dan transitoris selama satu periode akuntansi.

Ruang Ltngkup

2. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu wajib men1rusun laporan arus

kas sesuai dengan kebijakan ini untuk setiap periode penyajian laporan

keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.

3. Kebijakan ini berlaku untuk penJausunan laporan arus kas

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, satuan organisasi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu jika menurut peraturan perundang-

undangan atau menurut kebdakan akuntansi, satuan organisasi dimaksud

wajib menyusun laporan arus kas, kecuali perusahaan daerah.

IlcliDisi

4. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan

akuntansi dengan pengertian :

Aset adalah strmber daya ekonomi yang dikrrasai dan atau dimiliki oleh

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai akibat peristiwa masa lalu dan
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dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh baik oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya

non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum

dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Arus kas addah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada

Bendahara Umum Daerah.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang

ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

selama satu periode akuntansi.

Aktivitas investasi adatah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang

ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya

yang tidak termasuk dalam setara kas.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar

kembali dan/ atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang

mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang

jangka panjang.

Aktivitas non aneqarart adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran

kasyang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan

pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang

tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau

konsumsi aset atam timbulnya kewajiban.
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Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk

mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan

lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dana cadanean adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan

yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam

satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungiawaban berupa laporan keuangan.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan ualg daerah yang ditentukan oleh

Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar

seluruh pengeluaran daerah.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai

komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan

menggunalan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Mata uanq asinq adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam

menyaj ikan laporan keuangan.

Periode akuntansi adalah periode pertanggungiawaban keuangan entitas

pelaporan yang periodenya sarna dengan periode tahun anggaran '

Perusahaan negara / daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagial

modalnya dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
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Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap

dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang

sigrrifikan.

Tanqsal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang

tedadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,

tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau

pengaruh entitas bersangkutan.

5. Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas.

6. Setara kas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk t rjrrrl lainnya. Untuk

memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat

diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko

perubahan nilai yang signilikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut

setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga)

bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

7. Kas terdiri dari:

(a) Kas di Kas Daerah;

(b) Kas di Bendahara Penerimaan;

(c) Kas di Bendahara Pengeluaran;

(d) Kas [,ainnya; dan

(e) Setara Kas.

8. Kas dapat berupa saldo

ditentukan oleh Kepala Daerah

pengeluaran dan uang tunai.

rekening-rekening pada bank yang

untuk menampung penerimaan dan

9. Kas l,ainnya merupakan saldo kas di Bank selain Kas di Kasda, Kas di

Bendahara Penerimaan ataupun Kas di Bendahara Pengeluaran yang

penggunaannya sudah ditentukan.

10. Setara kas terdiri dari :

(a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito 3 (tiga) bulan atau kurang;
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(b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid yang memiliki masa

jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang.

1l.Jumlah kas di Kas Daerah, kas di bendahara penerimaan, kas yang

belum disetorkan oleh bendahara pengeluaran, dan setara kas merupakan

bagian dari SAL.

KAS DAL/L}I MATA UA.ITG ASING

12. Kas berupa nata ualrg asing harus dibukukan dengal menggunakan

mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam

mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal 31 Desember.

PEI| GUITGKAPAN LIUI{IIYA

13. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas

yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. HaI ini dijelaskan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

14.Informasi ta.mbahan yang terkait dengan kas berguna bagi pengguna

laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas

pelaporan.

15. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas

adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan

penggunannya untuk kegiatan tertentu.

BUPATI TANAH BUMBU,
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LAMPIRANヽlII

PERATURAN BUPATITANAH BUMBU
NOMOR  TAHUN 2014
TENTANG
KEBI」AKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

AI(UI| TAIT$ PERSEDIAA.IT

PEIYDAIIULUAI{

TuJuan

l. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengtur perlakuan

akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu

disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebi-iakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh
persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Kebijakan

akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas akuntansi dan entitas
pelaporan tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

3. Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur :

(a) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola
dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan

(b) Instrumen keuangan

DEtr.IIYISI

4. Berikut ini adalah istilah-istilah yang dig.nakan daram kebijakan
akuntansi dengan pengertian :

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai akibat peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh baik oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu maupun
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum
dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
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Nilai waiar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak

yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Persediaan adalah aset lancar da-lam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau

diserahkan dalam ralgka pelayanan kepada masyarakat.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya

dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

t uuu
5. Persediaan merupakan aset yang berwujud:

(a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka

kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

(b) Bahan atau perlengkapan (suppliesl yang digunakan dalam proses

produksi;

(c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyaralat;

(d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

dalam rangka kegiatan pemerintahan.

6. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan

disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis
kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan

barang bekas pakai seperti komponen bekas.

7. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memproduksi yang

belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-a,lat pertanian
setengah jadi.

8. Persediaan dapat meliputi:

(a) Barang pakai habis;

(b) Barang cetakan;

(c) Perangko dan materai;

(d) Obat-obatan dan bahan farmasi;

(e) Amunisi;
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(f) Suku cadang;

( g) Persediaan untuk tujuan strategis/ tujuan berj aga-jaga;

(h) Pita cukai dan leges;

(i) Bahar baku;

fi) Pakaian dan atribut;

(k) Barang da-lam proses/setengah jadi;

0) Bibit Tanaman dibawah nilai Rp.20O.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)

(m) Tanah / bangunan/ barang lainnya untuk dijual/diserahkan kepada

masyarakat;

(n) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat..

10. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyimpan barang

untuk tujuan cadangan startegis seperti cadangan energi (misalnya minyak)

atau untuk tuJuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (mislnya beras),

barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

11. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tnaman.

12. Persediaan dengan kondisi rusal, usang, kadaluwarsa tidak
dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas krporan
Keuangan.

PEI{GAI(UAIT

13. Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa

depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat
diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya
dan/atau kepenguasaannya berpindah.

14. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu (memberikan sumbangan baik langsung maupun
tidak langsung bagr kegiatan operasional pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat
diverilikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan

V‖ |-3



sehingga biaya tersebut dapat diungkapkan secara jujur, dapat diverifikasi,

dan bersifat netral).

15. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek

swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi

dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum

terselesaikan.

UET{)DE PEITCATATAX

16. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi

fisik, kecuali obat-obatan, bahan farmasi dan sejenisnya atau persediaan

untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat, dicatat secara perpetual.

PENGT'KI'RAIT

17. Persediaan disajikan sebesar:

(a) Harga perolehan apabila diperoleh dengan pengadaan;

(b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

(c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti

donasi/ rampasan.

18. Persediaan dengan metode perpetual atau inventarisasi fisik pada

akhir periode dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.
19. Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing.

20. Hatga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang
terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang
dialokasikan secara sistematis.

2 1. Persediaan hewan dan tarraman yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/ masyarakat dinilai dengan menggunakan nilai perolehan.

22. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau
penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan
melakukan transaksi wajar.
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BEBA.IT PERSEDIATN

23. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of
goodsl.

24. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian

Laporan Operasional.

25. Dalam hal persediaan dicatat securra perpetua-I, maka pengukuran

pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai
dikalikan nilai per unit.

26. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran
pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi frsik, yaitu dengan

cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan

dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai

dengan metode penilaian yang digunakan.

PEI|GT'ITGI(APAN

27 . Laporan keuangan mengungkapkan:

(a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
(b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang

digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang
digunalan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual
atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses
produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat;

(c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak, usang dan
kadaluwarsa.

BUPATI TAITAH BUMBU,
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LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATITANAH BUMBU
NOMOR  TAHUN 2014
TENTANG
KEBI」AKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

AI(I'I|TAITSI UYVESTASI

PEIfDAHI'LUAI|

TuJuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan

akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang

harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Liagkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh

investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam laporan keuangan

untuk tujuan umum.

3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam

menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan

laporan keuangan konsolidasi. dan entitas akuntansi BUD dalam men5rusun

laporan keuangan, tidak termasuk perusahaan daerah.

4. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu baik investasi jangka pendek maupun

investasi jangka panjang )rang meliputi saat pengakuan, klasifikasi,

pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada

laporan keuanagan.

5. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur:

(a) Penempaian uang yang termasuk daiam iingirup seiara kas;

(b) tnvestasi dalam perusahaan asosiasi;

(c) Kerjasama operasi; dan

(df Investasi dalam properti.
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DEFINISI

6. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan

akuntansi dengan pengertian:

Biava Investasi adalah seluruh seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas

investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank,

biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi

seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat

meningkatkan kemampual Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam

rngka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi ianqka pendek adalah investasi yang dapat segera dicirkan dan

dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi ianska panians adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki
lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk

dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
dimiliki secara berkelanjutan.

Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak
dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada

peningkatan pelayanan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada

masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Metode biava adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi

berdasrkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi

awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian
disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas
dari badan usaha penerima investasi (inuesteel yang terjadi sesudah perolehan

awal investasi.
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Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/

dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk

mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang

tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi

dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai waiar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak

yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai

pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint

venture dari investornya.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya

dimiliki oleh pemerintah daerah.

BEI{TI'K IIfi'ESTASI

7. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan investasi

dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan dalam jangka

panjang atau memanfaatlan dana yang belum digunakan untuk investasi

jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

8. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan

sertifikat atau dokumen lain yang serLrpa. Hakikat suatu investasi dapat

berupa pembelian s\rrat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang,

serta instrumen ekuitas.

XLIISIFIKASI IITVES ASI

9. Investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu diklasifikasikan

menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
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Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi

jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

10. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai

berikut:

(a) Dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan;

(b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya

pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan

kas; dan

(c) Berisiko rendah.

1 1. Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada paragraf 10, maka
pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggr bagr Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu, kanena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar

surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi
yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain
adalah:

(a) Surat berharga yang dibeli Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam
rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat
berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan
usaha;

(b) Surat berharga yang dibeli Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk
tuJuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain,
misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga

baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu; atau

(c) surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi
kebutuhan kas jangka pendek.

12. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek,

antara lain terdiri atas:

(a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang
dapat diperpanjang secara otomatis (reuoluing depositsl;
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(b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh

pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank

Indonesia (SBI).

13. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman

investasinya, yaitu permanen dan non pernanen. Investasi Permanen adalah

investasi jangka panjar:g yang dimal<sudkal untuk dimiliki secara

berkelanjutan, sedangkan Investasi non perrn€rnen adalah investasi jangka

panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

14. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik

kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan

investasi yang be{angka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan

untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan

atau menarik kembali.

15. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk
dipe{ualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dar. / atau pengaruh yang

signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi perm€rnen dapat berupa:

(a) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada perusahaan

negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan
milik negara;

(b) Investasi pennzrnen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk
menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat.

16. Investasi non pennanen yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu, antara lain dapat berupa:

(a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu;
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(b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan

kepada pihak ketiga;

(c) Dana yang disisihkan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka

pelayanan masyarakat seperti bantuan modal keda secara bergulir kepada

kelompok masyarakat;

(d) Investasi nonperrnanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk
dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu secara berkelanjutan,

seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/

penyelamatan perekonomian.

17. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dapat

berupa surat berharga (saham) pada suatu perserozrn terbatas dan non surat
berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada
perusahaan yang bukan perseroan.

18. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak
bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang
dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dan penanaman modal
dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga,

misalnya investasi dalam prope.ti yang tidak tercakup dalam kebijakan
akuntansi ini.

19. Akuntansi untuk investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi
tersendiri.

PENGAI(UAN IITVES'TASI

20. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah datam bentuk
investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai
investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

(a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di
masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
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(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai

(reliablel.

21.Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/ atau aset,

penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi

investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu

mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial

atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang

tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian

yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial

yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan

memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang

mungkin timbul.

22. Kiteia pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada paragraf

20 butir b, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau

pembelian yang didukung dengan bukti Yang

menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya. Dalam hal tertentu,

suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya,

atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang

demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan'

PEITGUKI'RTN I}IVES ASI

23.Untukbeberapajenisinvestasi,terdapatpasaraktifyangdapat
membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar

dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar' Sedangkan untuk investasi

yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai

tercatat atau nilai wajar lainnya.

24. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya

Sahalndanobligasijangkapendek(efek),dicatatsebesarbiayaperolehan.
Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri

ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul

dalam rangka perolehan tersebut.
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25. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya

perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada

tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar,

maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk

memperoleh investasi tersebut.

26. Investasi ja.gka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam

bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

2T.Investasi jangka panjang yang bersifat perrnanen misalnya

penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dicatat sebesar biaya

perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya

lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut'

28. Investasi non pernanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka

panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan,

dinilai sebesar nilai perolehannya.

29. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/

penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasikan.

30. Investasi non permanen untuk penyehatan/ penyelamatan

perekonomian misa-lnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan'

3l.Investasi non perrnanen dalam bentuk penanarnan modal di proyek-

proyekpembangunanPemerintahKabupatenTanahBumbudinilaisebesar

biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan

dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai

proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga'

32.Apabilainvestasijarrgkapanjangdiperolehdaripertukaranaset
pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, maka nilai investasi yat g diperoleh

pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar biaya perolehan, atau

nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada'

33.Hargaperolehaninvestasidalamvalutaasingyangdibayardengan

mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan
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menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada

tanggal transaksi.

34. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisas selama

periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan

diperoleh dari investasi tersebut.

35. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau

didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau

pengurangan dari nilai tercatat investasi \carryirW ualue) tersebut.

MEI1ODE PEITIL/IHIT IIYVESTASI

36. Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan

dengan tiga metode yaitu:

(a) Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya

perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil

yang diterima dan tidak mempengamhi besarnya investasi pada badan

usaha/ badan hukum Yang terkait.

(b) Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu rrrencatat investasi awal sebesar biaya peroleh an dan ditambah

atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen

dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akall mengurangi nilai

investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Penyesuaian terhadap

nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan

investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, misalnya adanya

perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset

tetap.
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(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk

kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

37. Penggunaan metode pada paragraf 36 didasarkan pada kriteria

sebagai berikut:

{a) Investasi Pemerintah yang Kepemilikan kuranc dari 2ovo atau ttdak

mempunyai kewenangan untuk mengangkat/ memberhentikan direksi

atau tidak dapat mengendalikan jalannya perusahaan dicatat dengan

menggunakan metode biaya atau harga perolehan;

(b) Investasi Pemerintah yang Kepemilikan lebih dari 2oo/o sampai 50%,

mempunyai kewenangan untuk meng angkat I memberhentikan direksi

atau dapat mengendalikan jalannya perusahaan tetapi memiliki pengaruh

yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

(c) Kepemilikan bersifat non pernanen menggunakan metode nilai bersih yang

direalisasikan.

38. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan

saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode

penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh

(the degree of influencel atau pengendalian terhadap perusahaan investee. ciri-

ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee' antara

lain:

(a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

(b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

(c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan

investee;

(d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam

rapat/ pertemuan dewan direksi.

3g.Dalamhalpenerapanmetodeekuitasuntukkepemilikaninvestasi

dalambentuksaham,dimungkinkarrbersaldominus(negatif)karena
perusahaan oegaraldaerah terus menerus mengalami kerugian atau nilai

kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitanya bersaldo minus.

Investasi bersaldo minus diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
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sepanjang dapat diyakini menurut praktik akuntansi berterima umum,

dan/ atau Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tanggung jawab

konstruktif dan kewajiban hukum (inanned legall constructiue obligatiol

terhadap perusahaan negara/ daerah tersebut.

4O. Alasan pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab konstruktif darr

kewajiban hukum terhadap perusahaan negara/daerah tersebut, maka

investasi bersaldo minus disajikan sebesar nihil pada neraca.

PENGAKUAN HASIL NWES'TASI

41.Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek' antara

lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash diuidend),

diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan'

42. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan

modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang pencatatannya

menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen

tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dicatat

sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah.

Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai

investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

PELEPASAN DAN PEMII{DAIIAN IITVESTASI

43.PelepasaninvestasiPemerintahKabupatenTanahBumbudapat
terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan

lain sebagainya.

44. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya

harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan / rugi pelepasan

investasi. Keuntungan/ rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan

operasional.
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PEI|GUIfGKA.PAN

45. Hal-hat lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berkaitan dengan investasi Pemerintah

Daerah, antara lain:

(a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;

(b) Jenis-jenis investasi, investasi p€rrnzrnen dan nonpermanen;

(c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi

jangka panjang;

(d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan

tersebut;

(e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;

(f) Perubahan pos investasi.

BUPATI TANAH BUMBU,
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